
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: ${nomor_naskah}

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ONLINE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan
pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Online di unit kerja instansi perlu dukungan admin
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk admin untuk
pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Online
pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Penunjukan Admin Survei Kepuasan
Masyarakat Online Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863 );

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola
Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 156).
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8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
486).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : B-
1449/OT.05/SJ/04/2026 tanggal 17 April 2026 hal
Pengisian Data Admin SKM Online.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin Survei Kepuasan Masyarakat
Online Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto untuk mengelola aplikasi skm.go.id.
yaitu :
Nama : Maghfirawati Aldila, S.E.
Nomor telepon: 085263447207
Alamat email: bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEDUA : Untuk PIC pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Online yang mengelola aplikasi skm.go.id.
sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditunjuk
Sdri. Imelza Srinofyarni, S.E. (Staf Divisi SDMOD)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA,

${ttd_pengirim}

JUNAIDI HARTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

${ttd}
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